
PBMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PERUMAFIAN RAKYAT I}AN

KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan. Zainir rraviso BA. No. 60 Kcta Baru Telp.(0741) 44554? Kode Pos 36128

JAMBI-36128
KEPUTUSAN KEPALA I}INAS PBRUMAIIAN RAKYAT DAFI

KAWASAN PERMT'KIMAN KOTA JAMBI

NOMOR ?"Uf TAHUN 2A24

TENTANG

PENETAPAN INI}IKATOR KINERJA UTAMA (IKU} }I LTNGKUNGAN DINAS
PERUMAIL{N RAKYAT T}AN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI

KEPALA DINAS PERUMAHAI{ RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKTMAN
KCTA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Menteri Pendayag,*aan Aparatur Negara dan refar:tasi Birckxasi
Nomor PERI009/M.PAN/512007 tsntang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pernerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam
huruf a, maka periu rnenetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi tefltang Indikator
Kinerja Utama (IKU) Dinas Ferumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kcta Jambi'Iahun 2A23.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembenhrkan
nrnrrinsi a Nnmor ?17 Temhahan I emharan Neoqrq Renrrhlilrr.-'..."..--*.
Indonesia Nornor (a033);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
20);

Undang-Undang Nomor 17 Tah*n 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repubtik Ind*nesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286) ;

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tarnbahan Lembaran Negarr Repubiik Indonesia Nomor 4355\'

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Ind*nesia N*mor a40*),
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AA4, Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketentuan
Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Ncmor 6l,Tamb*iran l-embara* FJegara Repubtik Indonesia Ncmcr
4866);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Rep*blik Indonesia Tahua 2009 1I2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038i:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentu:rg Pemerintahan Daeralr
(Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2014 Nomor 2$ ,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tenrans Pemcieintah Daerah {l cmtrarab Neaara Rerrublik lndonesia- - --_-o \---_-------- -o-- --

Nomor 5679):

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabiiitas
Kinerja trnstansi Pemeriatah (Lembaran Negara Republik Indonesia l'ahun
2014 Nomor B0):

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Ferubahan
Kedua atas Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Ncmor 311);

Peraturan Ivlenteri Dalam Negeri Non:*r i9 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Fengelolaan Earang ivtilik Daerah;

Perafirran ivlenteri Dalam Negeri Republik Indoncsia Nomor 86 l'ahun
2017 tentang caa Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, TataCwaEvaluasi Rancangaa Peratura* Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Fanjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
n^^-^L /D^^:4^ xr^^^-^ n-,^,,L1:t. I.^-.1^--^^:^ T^L..^ anl T rr^*^- I 1 r "!\ .LJilEtd)t \Dtrrrta l\gBara ntrIjuulrK liluuiltr5ra raJruu zur / r\uilrur tJtL) .

Peraturan Pemerintah Nom+r 58 Tahun 2S05 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor t40,Tamb*han Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2Al2 Tentang
Pelaksanaan lJndang-Undang Nomor 25 Tahr-rn 2009 Tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tamtrahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357 ;

Peraturan Pemerintsh Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5887);

Feraruran Daerah Kota Jambi Nomor i4 Tahun 20i6 reniang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lernbaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016
Nomor 14):

Peraturan Walikcta Jambi Ncmor 6i l'ahun 2020 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Fada Dinas
Perumairan R.akyat dan Kawasan Perrnukirrran;

Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentartg Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyar
Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

tndikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Perumahahan Rakyat

Dan Kawasan Permukiman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam

lampiran merupaka:r satu kesatlran dan bagian yang tidat terpisahkan dari

Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,

merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oieh Dinas Perumahan

Rakyat Dan Kawasan Permukiman KotaJambi dalam menetepkan reilcafft

kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, men).usun

dokumen penetapa& kinerja" menyusu{r laporan akuntabilitas kinerja serta

melakukan evaluasi pencapaian kine{a sesuai dengan dokumen rencana

strategis (Renstra) Tahun 2A24-2026.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimkaksud dictum KESATU
mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Jambi dan

ditetapkan dalambentuk Keputusan Kepala Dinas Dinas Ferumahan Rakyai

Dan Kawasan Permukiman K*ta Jambi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikem*dian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Jambi
PadaTanggal : lJ' ]'r\i 2A24

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA JAMBI

Pembina Tk I
NIP. 19780127 20As01 1 004



INDIKATOR KINERJA UTAMA 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI 

TAHUN 2024 

 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas 

Perumahan dan Permukiman Layak Huni 

Persentase Perumahan 

dan Permukiman yang 

layak huni 

80,80% 

 

Program yang mendukung Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut : 

Program Indikator 

Target 

Komponen 

Sasaran Bobot 

Target 

Sasaran 

2024 2024 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN 

 

Penyediaan Rumah Layak Huni 

Bagi MBR 

79,67% 10,00% 7,97% 

PROGRAM KAWASAN 

PERMUKIMAN 

% Rumah Tidak Layak Huni 

yang Tertangani 

45,48% 15,00% 6,82% 

PROGRAM PENINGKATAN 

PELAYANAN SERTIFIKASI, 

KUALIFIKASI, 

KLASIFIKASI, DAN 

REGISTRASI BIDANG 

PERUMAHAN DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN 

 

Peningkatan Perumahan yang 

di layani utilitas umum 

10,00% 5,00% 0,50% 

PROGRAM PENINGKATAN 

SARANA, PRASARANA DAN 

UTILITAS UMUM (PSU) 

 

Peningkatan Perumahan yang 

di layani utilitas umum 

93,59% 70,00% 65,51% 

  

Persentase Peningkatan 

Kualitas dan Kuantitas 

Perumahan dan Permukiman 

Layak Huni   

80,80% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Program Pengembangan Perumahan 

Indikator Program  : Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR 

Jumlah Backlog Rumah yang harus ditangani    : 31.746 Unit 

Target Jumlah Pembangunan Rumah s.d Tahun 2026  : 39.847 Unit 

Rumus    : 

𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑘 𝐻𝑢𝑛𝑖 𝐵𝑎𝑔𝑖 𝑀𝐵𝑅

=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑎𝑐𝑘𝑙𝑜𝑔  𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑠. 𝑑 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2024 
 × 100% 

                                  =
31.746 Unit

39.847 Unit 
 × 100% 

              = 79,67% 

 

2. Program Kawasan Permukiman 

Indikator Program : Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani 

Jumlah Target Rumah Tidak Layak Huni Tertangani (Unit) s.d Tahun 2024   : 2.415 Unit 

Target Total Rumah Tidak Layak Huni Tertangani (Unit)    : 5.310 Unit 

Rumus    : 

𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑖𝑚𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑖𝑚𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢ℎ

=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑘 𝐻𝑢𝑛𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 (𝑢𝑛𝑖𝑡) 𝑠. 𝑑 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2024

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑘 𝐻𝑢𝑛𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 (𝑢𝑛𝑖𝑡) 
 × 100% 

                                       =
2.415 Unit

 5.310 Unit 
 × 100% 

                   = 45,48% 

 

3. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan registrasi 

BidangPerumahan dan Kawasan Permukiman 

Indikator Program : Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan 

Jumlah Pengembang tersertifikasi     : 17 Pengembang 

Jumlah Pengembang Aktif Terdaftar di REI   : 170 Pengembang 

Rumus :  

𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑖𝑚𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑖𝑚𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑚𝑢ℎ

=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑠. 𝑑 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2024

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑖 𝑅𝐸𝐼 
 × 100% 

                                       =
17 Pengembang

 170 Pengembang 
 × 100% 

                   = 10,00% 

 

 

 

 

 



 

4. Program Peningkatan  Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum  (PSU) 

a. Persentase Lampu Jalan Tertangani 

Persentase lampu Jalan Tertangani memiliki bobot 95% terhadap Indikator Program Peningkatan 

Perumahan yang dilayani utilitas umum. Bobot ini ditetapkan berdasarkan urgency terhadap 

Indikator Program tersebut. 

Rumus    : 

                          Persentase Lampu Jalan Tertangani 

=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐿𝑎𝑚𝑝𝑢 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑠. 𝑑 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2024

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑚𝑝𝑢 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 
× 100% 

                                  =
23.800  Unit

25.000 Unit 
 × 100% 

              = 95,20% 

 

b. Persentase Lokasi Makam Tertangani 

Persentase Lokasi Makam Tertangani memiliki bobot 5% terhadap Indikator Program Peningkatan 

Perumahan yang dilayani Utilitas Umum. Bobot ini ditetapkan berdasarkan urgency terhadap 

Indikator Program tersebut. 

Rumus    : 

                          Persentase Lokasi Makam Tertangani 

=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐿𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑠. 𝑑 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2024

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐿𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑎𝑚 𝑑𝑖 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝐽𝑎𝑚𝑏𝑖
× 100% 

                                  =
60 Lokasi

95 Lokasi 
 × 100% 

              = 63,00% 

c. Hasil Perhitungan Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum 

Rumus :  

                       Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum 

       = (Persentase Lampu Jalan Tertangani x 95% ) + (Persentase Lokasi Makam Tertangani x 5%) 

      = (95,20% x 95%) + (63,00% x 5%) 

      = 90,44% + 3,15% 

      = 93,59% 
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